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Per mintaan iaasmiei AN ALREAID ACA AN KURNNBRABAR AT kb K 5HIhan
(Dalam Wil qsghAtaus ferpkaeng\bbauan)

No. SK :

Per syar atan

2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan
3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
4. ldentitas penjamin Narapidana (KTP dan KK)

5. Syarat (Tambahan): 1) FC Daftar Perubahan 2) Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin 3)
Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain 4) Surat Keterangan Dokter 5) Salinan Kartu Pembinaan 6)
Daftar Register “F” 7) Litmas Asal dan Tujuan 8) Keputusan TPP Rutan dan Kanwil 9) Surat pernyataan

1. Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan
bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan

dokumen persyaratan foto copy KK, KTP, Pernyataan Jaminan,Pernyataan biaya ditanggung pemohon

2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas

tujuan)
3. Kepala Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil

4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan
dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar Propinsi Kakanwil membuat usulan pemindahan antar

Wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan

5. Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai

rekomendasi TPP Pusat

6. Kepala Rutan menerima Surat Persetujuan atau penolakan permohonan pemindahan atas permintaan

sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 01 Sep 2024 pukul 20:17. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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_Untuk permohNeBaraKelasliBRadpng EANidA8ng lama 10 hari kerja sejak persyaratan

dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;

- Untuk permohonan yang diteruskan kepada Kanwil, palinglama 14 hari kerja sejak persyaratan
dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kakanwil menerbitkan surat (persetujuan/penolakan) sesuai

rekomendasi TPP. Pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas (untuk pemindahan antar wilayah);

-Untuk di Ditjen Pas, paling lama 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah
disidang TPP, pengusulan sudah dapat diputuskan untuk disetujui atau ditolak.

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Surat Persetujuan/Penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pemasyarakatan tentang Persetujuan atau

Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintan Sendiri

I Produk Pelayanan
I Pengaduan L ayanan

1.Facebook : rutan padang panjang
2.Instagram : @rutanpadangpanjang
3.Twitter : @Rutanpanjang

4. Whatsapp : 0812 6151 8543
5.Telepon : 0813 9851 3966

6.Email : padangpanjangrutan@yahoo.co.id
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